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BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA
PERALATAN KESEHATAN/LABORATORIUM/RADIOLOGY
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TAHUN ANGGARAN 2019
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(Seratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)

PELAKSANA :
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

JL. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos187 Surakarta 37126 Telp, (0271) 641442 Fax (0271) 648920

E_mail psid_surakarta@yahoo.com

Website : hitp;//www.rsid-surgkarta jatengprov.0.id

SATUA

N KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA |

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [ 'NOMOR DAN TANGGAL SPK :
027.1/2504.1/01/2019 Tanggal 28 Januari 2019

Nama PPK:

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
NIP. 19610810 198711 2 001

Nama Penyedia:

CV. KENCANA TEHNIK
J1. Pajajaran Barat 11/45 Sumber, Surakarta

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
005/2440.5/01/2019

el HENG AN S TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
BELANJA BARANG DAN JASA | pah it 00 NeADAR '

APBD - BELANJA PERALATAN

KESEHATAN/LABORATORIUM | NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
/ RADIOLOGY BERUPA | 027.1/2494.7/01/2019

BELANJA BAHAN LINEN
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
25 Januari 2019
SUMBER DANA . APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor
00097/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2018,;
KODE REKENING : 1.02.1.02.07.19.0001.5.2.2.01.09

Nilai Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 143.040.000,-
(Seratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

CARA PEMABAYARAN :

2. Pembayaran dilakukan setelah
proses pengadaan, meliputi :

RUP/SIRUP,

S Mmoo a0 o

1. Pembayaran dilakukan sekaligus melalui PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan nomor
rekening : 6902-01-012405-53-7 an CV KENCANA TEHNIK

Dokumen program/penganggaran, (KAK, DPA);
Surat Penetapan PPK, (SK/Surat Tugas);
Dokumen Perencanaan Pengadaan(Draft Spesifikasi Teknis, HPS, Draft Kontrak)

Dokumen persiapan pengadaan (Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, Draft Kontrak);

Dokumen pemilihan penyedia; '
Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan;

Dokumien serah terima hasil pekerjaan;

PJPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif

Jenis Kontrak : LUMSUM

WAKTU PELAKSANAAN PEKBMMN: 80
SPK diterbitkan tanggal 28 Januari 2019

(delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
dan berakhir pada 17 April 2019.

Untuk dgn.atag nama RS Jiwa Daerah
Rxarta
DX Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
, "V, KENCANA TEHNIK
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

vedia vang 'ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan Belanja Barang
an lasa APBD - Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology berupa Belanja
Bahan Linen dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi

s
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s dan harga yang tercantum dalam SPK.
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HURKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik

Indonesia.

HARGA SPK
a. Jenis Konirak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum. dimana penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
— Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
— Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia,
— FPembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan is1 dalam lampiran SPK;
—  Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
— Total harga bersifat mengikat; dan
— Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang,.
. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
2 SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
ava asuransi (apabila dipersyaratkan).
d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
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HAK KEPEMILIKAN

i, PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
dissdiakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminza oleh FPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalinan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

_Hak keremilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada FFK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia

zan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

(b

tzn memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis
i cat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia

Penvadia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
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dibebankan cleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
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g rizku efeldif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tar rang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman. 7
b. Wz ~iarsinzan SPK zdalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
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c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaj jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK. . .

9. ASURANSI

a.  Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk;

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b.  Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain,

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c.  Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampal batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGU]JIAN
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian
Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji
coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN _
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan querjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan
dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.
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14, WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b.  Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK,

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. .

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak,
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18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal
yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan,

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan,

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit; '

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

8) pen)%edia se’lama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK; _

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)

hari; dan/atau
I Pa?j 4‘2
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10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalqm hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem fermin/pembayaran secara sekaligusf,
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISTHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui

Layanan Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Surakarta.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI .
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan

menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetuj.ui' bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK in1.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. KENCANA TEHNIK

(RATRI RIMAWATI)
Direktur
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LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR ; 027.1/2504.1/01/2019
Tanggal 28 Januari 2019

BELANJA BARANG DAN JASA APBD - BELANJA PERALATAN
KESEHATAN/LABORATORIUM/RADIOLOGY BERUPA BELANJA BAHAN LINEN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019
Harga Satuan Jumlah Harga
Nama Barang Spesifikasi Vol Sat arg(Rp) (Rp) L
el Uk. 160x275 cm
P 170.000 42.500.000
Sprei Pasien Bahan Katun dan Logo 250 | Potong
Sarung Bantal Pasien Uk.50:70:6m 250 | Potong 46,000 11.500.000

Bahan Katun dan Logo

Selimut Lorek 20K S5 200 | Potong 120,000 24.000.000

Bahan Katun dan Logo

Selimut Wool Uk 2L504200iem 25 | Potong 174.000 4.350.000
Bahan Katun dan Logo

Baju Pasien Putri 1 Stel
! 17.100.000
(kulot+Blus) Bahan Oxford dan Logo 454 Stel 114.00¢
. . 1 Stel
" 1.000.000
Baju Pasien Putra Bahan Oxford dan Logo 250 Stel 124.000 3
Celana Dalam Putri | Merk : Meiji 20 Dos 84.000 1.680.000
Celana Dalam Putra | Merk : Indotex 20 Dos 84,000 1.680.000
BH Merk : Ganesha 20 Dos 174.000 3.480.000
Merk : Diadora
Training dan Kaos Bahan Katun 50 | Potong 115.000 5.750.000
Combed+Logo
Jumlah Total Harga (Rp) 143.040.000

Terbilang : Seratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah

Untuk dan atas nama RS Jiwa Daerah Untuk dan atas nama Penyedia
jrakarta CV. KENCANA TEHNIK
gt Komitmen

PR STIAWATI, MM ) Jo (RATRI RIMAWATI)
wﬁé&% 11 2001 Direktur
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CV KENCARA TERNIK

BT: JL PAJAJARAN BARAT 11/45
| , ' | TERDAFTAR
Ji RT.003 RW.017 SUMBER _
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KANTOR CABANG SOLO KARTASURA
UNIT MAKAMHAJI

JI. Slamet Riyadi 464 Makamhaji Kartasura Sukoharjo
Telp / Fax : 0271-736711

l PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk.

—

SURAT REFERENSI BANK
No: B$6/6902/05/18/Makambhaji

Berdasarkan surat permohonan CV. Kencana Tehnik perihal Permohonan Surat

Referensi Bank, yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan  : CV. KENCANA TEHNIK
Penanggung Jawab  : Ratri Rimawati

Jabatan - Direktur
Alamat I Pajajaran Barat II No. 45 03/17 Sumber Banjarsari Surakarta
No. Rekening © 1 6902-01-012405-53-7

Adalah benar nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Makamhaji Solo Kartasura

sebagai pemegang rekening tersebut diatas.

Surat Referensi ini diberikan untuk Pengerjaan Pekerjaan di RSJD Surakarta.

Demikian Surat Referensi Bank ini diberikan untuk di gunakan semestinya tanpa ikatan

apapun di pihak Bank dan penandatanganas batal dengan sendirinya apabila menyimpas

dari yang dimaksud.

mhaji, 79 Mei 2018
PT. BAl\I/ffa;(kaiiAlg AT INDONESIA, Tbk

BRI Unit Makamhayji
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